PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN
NARKOBA (SAT NARKOBA) POLTABES PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan ‘_:,__11__
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukem = ciin, =
f/'f':.ﬁﬁ B WJ@,'&-\M

'y 'G:I'QL-l-I"'
(55185 B 43}'*: [

OLEH:

FITRIA
BE. 05 140 240

Program Iiekhususan

Hukom Pidann

(PK IV)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS— ==

' MILIK

PADANG UPT PERPUSTAKAAN |
I

st <l _UNIVERSITAS ANDALAS
| TERDAF TAR ‘“

TANGGAL : 0~ =e- =g
NGMOR Bl o5 nq‘J:.mﬂt,




PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN

NARKOBA (SAT NARKOBA) POLTABES PADANG

(FITRIA, 031402440, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, 2009}
ABSTRAK

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah upava yang dilaksanakan
untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadsan penyalahgunzan narkolika.
Upaya penanggulangan penyalahgunaan salah sstunya merupakan tugas dari aparal
kepolisian yang dilakukan oleh Satuan Markoba berdasarkan wilayah hukumnya. Khusus
diKota Padang narkotika ditanggulangi oleh Satuan MNarkoba Poltabes Padang, dimana
penanggulangan terschul dapat berupa upaya pencegahan yang meniadakan tejadi
timbulnyva penyalahgunasn narkotika dan upaya penegakan hukum berupa penerapan
hukum pidana yang dilskukan sesuai dengan KUHAP (Kiub Undang-undang Hukum
Acara Pidana) sampai berkas perkara terscbut diserahkan kepada Jaksa FPenuntut Umum,
Pada penulisan skripsi ini penulis membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana
peran satuan narkoba (sat narkoba) poltabes Padang dalam menangani penanggulangan
penyalahgunaan narkotika, upaya penanggulangan penyalabgunaan narketika yang
dilakukakn oleh satuan rarkoba {sat narkoba) poltabes Padang dan kendala vang dihadapi
satuan narkoba (sat narkoba) poltabes Padang dalam upaya penanggulangan
penvalahgunaan narkotika di Kota Padang, Metode penelitian yang digunakan adalah
Yuridis Sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan
melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakla-fakia serta pencrapannya
dalam praktek. Data yang diperoleh dilapangan baik dengan wawancara maupun studi
dokumen dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian akan
diketahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktck serta hal-hal yang berkaitan
dengan penangeulangan penyvalahgunaan narkotika, Darl hasil penelitian vang penulis
fakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penanppulangan  penyalabgunaan
narkotika dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik antara
instansi vang terkait dan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk MEmerangi
pervalahpunaan narkotika, Adapun saran vang dapat penulis berikan dari hasil penelitian
adalah upava penangeulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh semua
pihak haik pemerintah dan aparal kepolisian sena semua lapisan masvarakat Kota Padang
diharapkan dapat dilakukan scearz efektil sehingega mengurangi ataupun meniadakan
penyalzhgunaan narkotika di Kota Padang,
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A. Latar Belakang

Berkembanenva teknoloei dan ilmu peneetahuan mendorone semakin tingeinnva
tingkat kejahatan vang terjadi dewasa ini, salah satunya adalah kejahatan di bidang
penvalaheunaan narkotika vang tidak hanva menjadi masalah dinegara kita saja tetap
telah menjadi masalah internasional. Walaupun narkotika disatu sisi dipandang sangat
bermantaat dan diperlukan untuk pengobatan dan keschatan, namun apabila disalah
sunakan atau dipunakan tidak sesuzi dengan standar pengobatan, terlebin jika disertal
denpan  peredaran narkobks secara gelop akan memmbulkan akibatl yang  sangat
membabayakan karena kejahatan penvalahgunaan narkotika ini odak mengenal korban
Baik 2ar usia, Hngkat sosial, maupun ras. Lol mengknawalithan Yang menjadn sasaran
utarna kKejahatan penyvalahgunaan narkotika adalah remaja yang merupakan aset sangat
berharga bagm masa depan  bangsa. (leh  kareng iy, pemerintal haris leiih
mengatfektifkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narhotika,'

Untuk lebih meningkatkan pensendziian dan penvawasan serta meninekatkan
upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaranan gelap narketika
maka pemerintah menetapkan berbagai ketentuan diantaranya Undane-undang Mo 22
Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun pengertian narkotiks menurut UL Nomor 22
Tahun 1997 adalah rzat atau obat vane berasal dari tanaman atay bukan tanaman baik
sinlesis maupun  semisintetis vang Jdapal menyebabkan penurunan atau perubahin

kesadaran. hilarenva rasa meneuranei samoai menehilangkan rasa nveri. dan danat

! Pepiclasan Undane-uadang Momor 22 Tabue 1997 Teptane Markotika



menimbulkan ketergantungan. Selain i, didotong oleh rasa  keprihatinan  yang
mendalam atas meninekatnva croduksi. permintaan. penvalaheunaan dan neredaran eclan
narkotika serta kenyataan bahwa anak-anak doan remaja digunakan sebagai pasar pemakai
narkoiika secara eclap. serta sebapan sasaran produksi, disrribusi, dan perdacanean celap
narkotika telah mendorong Ishimya Uniled Nation Comvention Agains lilicit Trafficr in
Narcotic Dvuges and  Povchorropic Subs-tances Tahun 1988 vanp telab diratifikasi
pemerintzh dengan UL MNomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nation
Cormvention Againis Nicit Traffict in Narcotic Drugs ond  Psvehotropfe{ Konvensi
Perserikatan  Bangsa-bangsa temang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan
paikotropmka, |9EE)"

Dalam UL Momor 22 Tahun 1997 tentang narkotika mempunyal cakupan yang
sangat luas dalam penanggulangen penyalahgunaan 1arkotika DAk dar seg) nomma, reang
lingkup materi, maupun ancaman pidana yvang diperberat. Cakupan vang lebih luas
tersebut, s=elain didasarkan pada  foktor-faktor diatas juga karena perkembanpan
kebutuhan dan kenyvaizan bahwa silai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak
remadal lapl secbagai sarana etekiit untuk mencegah dan menanpggEulang
penyalabgunaan dan peredaran pelap narkotika.

Adapun materi didalan UL Nomor 22 tahun 1997 tentane narkotika mencakup
peraturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi,
peran certa masvarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan oengadilan memoereleh

kekuataan hukum tetan, nemaniancan waktu penangkanan. nenvadanan telennn, teknik

I radane-indane ®omer T Tabaw 1997 rentane nencesahan Fadied Nadan Comveadine Jogime
S FFOETICT 0 ONERCONIE TACRESR CROONYENE] FETECRIEALAN NANESI-MIA VARG JENRLINYT DERLGETmnL
pelan narkobkie dian pikotreniba, TSERT
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penyidikan penyerahan vang diswasi dan pembelian terelubung, dan permufakatan jahat
untuk melakukan tindak cidana narkotika.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan
tindak pidana narkotika. perly ditetapkan ancaman pidana vane lebilh berat. minimum dan
maksimum, mengingat tingkat bahaya wang ditimbulkan akibal penyalahgunaan don
peredaran pelap narkotika sangat mengancam ketzhanan, keamanan nasional.

Untuk menangeni masalah kejahatan narkotika yang telah menjadi Kejahatan
imtemasional maka kerjgsama secara erat oantar Wepara  sangat  diperlukan puna
meneefektitkan upaya penanggulangan penvalahgunaan narkotika sesuail dengan sistim
hukum dn sistim administrasi Mepara masing-masing, hal inilah vang diatur dalam UU
Mo 7 Tahun 1999 wemang pengesahan United Nation Convention Againts fliicit Traffict in
Nareotic  Drups and  Fsychofropicl Konvensi  Persenkatan Bangsa-bangsa  fentang
pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988}

Melain ketentwan UL wvang telah ditetspkan pemerintah dan dengan melihat
berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Markeba vang
semakin meningkat dan dalam menangani pemberantasan menvalzhgunaan narkotika
serta herdasarkan amanat UL Nomor 22 Tehun 1997 tentang Narkotika Pasal 54, maka
pada Tahun 1999 Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Baru melalw Kepres Mo,
116 Tahun 1999 vait Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BEKNN) dengan tugas
pokok menetapkan  kebiiaksanaan dan  stratesi  serta  menckeordinasikan  scmua
lembagadepartemen - Non departeme, Karena iembapa BEKNN dinilai kurang efektif

maka BENXN diubah menadi Badan Warkotika Wasional (BNNY dengan memiliki 23

anpecta dari Departemen serta lembaea pemerintah terkait denpan Kopaolr: selaku Ketua
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Ev (Mficio vang beranggungiawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah
mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menvusun kebilaksanaan dan
pelaksanaan di bidang ketersedizan dan Pencegahan, Pemberantasan Penyalshpunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (40N serta melaksanakan PAGN denean membentuk satoas-
catpas yang bersifit operasional. Sciak perubahan states Kelembagaan menjadi BNN pada
Tahun 2002 maka Polri secara khusus telah memperbantukan 1 (satu) Direktorat IV
Markoba Bareskrim Polr untuk mendukung tugas operasional di bawah kendali BMMN. Di
samping ite BNM pun sudah diakui scbagai Focal Point untuk masalah Narkoba oleh
Badan-badan internasional/ dunia.’

Dapat dikatakan [ndonesia merupakan salah satu daerah lalu-lintas narkoetika vane
menambah kermwanan kita, karena banyak wang menganggap bahwa di Indonesia
permasalab i masth cukop memuengkinkan dap pada regara-negara lain vang sudah
memulai memperketat penanganan dalam permasalahan ind. Ini situasi dikeliling kita dan
juga sitwasi emvirommenr nasional.Kita Dhat, kita mempunyai masalah remaja, kita
mempunyai masalah vang harus kita atasi dengan lebih baik lagi. pengangguran
misalnya, vang memberikan jalan vang mengentunghkan peredaran narkotika.”

Dengan ketentuan vang ditetapkan dan baden koordinasi vang dibentuk olch
pemenntah dalam penanesulanizan penvalahgunaan narkotika membuktikan bahwa
pemerintih telah mengupayakan dengan efektif untuk menaggulangi penyalahgunaan dan
peredaran selap narkotika tetapi. tidak hanva melalui ketentuan dan badan koordinasi saia
melainkan dengan kinerja para penegak hukum dinegara kita vang melaksanakan tugas

miercks denean baik schineea pengneulanean dan neredaran celan nackotika memnperaleh

e - i 5 iode ot et e e e

! Soedjono Dirdiosisworn, Hukum Narkotika Indonesia {Bandune: PT. Cirea Adiiva Bakii, 15900



hasil wvang diinginkan. Salah sat wilayah yang perlu mendapatkan perhatian aparat
penegak hukum dalam penangeulangan penvalaheunaan narkotika adalabh Kota Padane-
SUMBAR, dimana tidak sedikit yang menjadi sasaran korban kejahatan narkotika bahkan
kejahatan dalam peredaran pelap narkotika.

Berdasarkan data vang diperaleh dari satwan narkoba POLTABES Padang, kasus
narkoba di Koia Padang telah meningkal menjadi peringkat ke3 dari peringkat kel3
dalam beberapa tahun belakangan ini { 2005-2008), data tersebut membuktikan semakin
pesat perkembangan kejahatan narkoba, salah satunya kejahatan narkotika, Diprediksikan
734 dari pelaku penvalahgunaan parkoba termasuk narkotika dilakukan oleh pelajar dan
mahasiswa,” Adapun jenis narkotika yang sering disalab gunakan adalah jenis patau dan
aan;ja.

Dengan melibat kondisi seperti ini saruan narkoba (sat narkoba) Poltabes Padang
berupaya wniuk meningkatkan kinerja untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika,
Upaya penanggulangan yang dilekukan meliputi upayva prefentif den refresif. Upaya
perfentif vang telah dilakukan oleh pembinaan penyuluhan (BinLuh) Poltabes Padang
vaily berupa penyuluhan dimana penyuiuhan tersebut dilakukan melalui beberapa tingkat
diantaranya tingkat pelajar atau sekolah, mahasiswa, perkantoran atau pemerintahan seria
masyarakar. Sedangkan upaya refresif yang dilakukuan oleh penyidik satuon narkoba (sat
narkoha) Poltabes Padang adalah herupa penindakan dalam penanganan perkara narkoba
khususnya narkotika dari penangkapan sampai dilimpahkan ke pengadilan negeri,

Dengan wpava tersebut  diharapkan  penyalahpunaan narkotika di Sumbar

klususnyva kota padone dapat diberantas denean efck.

" Sumber Saiuan Mackoba (sat narkobal Poltabes Padang, Tel: 2000 /2008



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

I
H

Adapun kesimpulan vang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut ;

Peran satuan narkoba peliabes padang dalam penanggulangan penyalahgunaan
narkotika dikota padang meliputi tugas dan tanggung jawab. Dimana tugas satuan
narkoba poltabes padang adalah menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan
penvidikan tindak pidana narkoba dan cbat berhahaya, termasuk penyuluhan dan
pembinaan yang dilakuken dalam rangks pencegenan  dan rehabilitasi
penvalahgunaan narkoba, sedangkan tanggung jawab dari satuan narkoba poltabes
padanz adalah dimana satuan narkoba di pimpin eleh kasat narkoba vang
bertanggung jawab kepada Kapoitzbes padang dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari dibawah kendali Waka poltabes padang.

Penangeulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba
poltabes padang terdiri dari penanggulangan pre-emtif vaitu tindakan dalam
peniadasn tempat-tempat atau keadaan yang dapat menimbulkan penyalabgunaan
narkotika  seperti:  club, diskotik  dan  tempat-tempat  hiburan - lainoya,
Penanggulangan preventil vang dilakukan oleh satuan narkoba poltabes padang
berupa tindakan mencegah terjadinya  penyalahgunaan narkotika, kegiatan
pencegahan yang dilakukan berupa penyuluhan, Serta penan ggulang represif yaitu

penanggulangan penyalzhpunaan narkotika vang dilakukan eleb satuan narkoba
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berupa tindakan atau penangganan kasus narkotika yang dilakukan mulai dari
penangkapan sampai perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntul Limum,

Dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Ssfusn

el

narkoba poltabes padang tidak dapat techindar dari berbagai kendala baik kendala
dari dalam (internal) maupun kendala dari luar {eksternal) sehinges menghampat
terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kendala vang
berasal dari dalam (internal) ini terkait dalam hal sarapa dan prasarana yang
belum memadai serta kendala yang berasal dari personil aparat hokum yang
bersangkutan. Sedangkan kendala dari luar (eksternal) ini herkaitan dengan
kerjasama antara instansi terkait maupon semua pihak vang mempunyal
kewajiban untuk memerangi kejahatan narxotika.
2. Saraa
Adapun saran vang dapat penulis berikan dari hasi] dan penelitian yang telah
penulis paparkan adalah szhagai berikut ;
| Diharapkan satuan narkoba poltabes padang dapat melakukan peran sebaik-
baiknva  dan scoptimal - mungkin dalam - melakukan penEnggulangan
penyalahgunaan narkotika di keta padang, Tugas dan tanggung jawab dilakukan
berdasarkan kesadaran dalam mengemban pekerjaan sebagai aparal penegak
bk,
2. Upaya penangpulangsn penvalahgunazn vang dilakukan diharapkan memperoleh
hasil yang diinginkan, Upaya dilakukan tidak sa@a hanya sevatas pekerjaan,
dimana upava  penanepulancan  penvalahgumaan narkotika dilakukan 1anpa

mengharapkan hasil vang memuaskan, Pencegahan tidak hanva dilakukan ketika
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ada permintaan dan penanganan yang dilakukan tidak memakan waktu ang sangat
lama dalam pemeriksaan padahal tindak pidana narketika tersebul memerlukan
penanganan yang didahulukan dari tindak pidana yang lain.

Dalam penangeulangan penyalahgunaan narkotika diharapkan terjalin kerjasama
dengan instansi-instansi yang terkail sehingea pelaksanasn upaya penanggulangan
penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan selain iw
peran dari semua lapisan masyarakal sangat diharapkan den menghilangkan
anggapan bahwa upays penanggulangan penyalahgunaan narkotika hanyalah
tugas pemerintsh dan aparat kepolisian tetapi sebenamya upava penanggulangan
penyatahgunasn narkotika adalsh tugas semud lapisan  masyarakal  RKarens

menyangkut masa depan bangsa dan Negara kil
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